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PUTUSAN
Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Prgi

an Ol el SN Al
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai

Pemohon;
melawan

TERMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi

Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Maret
2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan
register perkara Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Prgi tanggal 07 Maret 2016
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimanaternyata dari Kutipan
Akta Nikah Nomor 099/09/111/2014 tanggal 05 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua

Termohon sampai berpisah;

Him 1 dari 17. Putusan No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak
bernama ANAK KE I, umur 1 tahun 5 bulan;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-
menerus dan sulituntuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon sering cemburu yang berlebihan dan marah-marah tanpa
alasan yang jelas;

b. Termohon terlalu keras kepala, tidak mau mendengarkan Kkata-
kata/pendapat Pemohon sebagai kepala rumah tangga

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015,
yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat
tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati danmerukunkan
permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak
berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulitdipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara
Pemohon dengan Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan
Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan administrasi, Pemohon memohon agar
Pengadilan Agama Parigi dengan mengirimkan salinan penetapan ikrar
talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
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yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat
Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474.2/104/SKTM/III/2016 yang
dikeluarkan oleh Lurah Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi
Moutong tertanggal 03 Maret 2016, oleh karenanya Pemohon bermaksud
mengajukan permohonan untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengabulkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan
Agama Parigi;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-
cuma (prodeo), maka Ketua Pengadilan Agama Parigi telah mengeluarkan
Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W19-
A9/346/HK.05/111/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan
mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan
biaya perkara dan selanjutnya membebankan biaya perkara ini kepada negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun 2016;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas Pemohon dan Termohon Nomor
099/09/111/12014 tanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi
Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti
dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. SAKSI |, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan kakak kandung
Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
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— Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
tua Termohon sampai berpisah;

— BahwaPemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

— Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun,
namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

— Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan
Termohon juga tidak menerima setiap nasihat dari Pemohon;

— BahwaPemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari
tahun 2015 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Pemohon;

— Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara
Pemohon dan Termohon;

— Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon
untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena
Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Kristen Pantekosta, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tante
Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

— Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
tua Termohon sampai berpisah;

— BahwaPemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur satu tahun;

— Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun,
namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

— Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan

Termohon karena Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan
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Termohon juga sellau marah-marah tanpa mengenal tempat serta tidak
mau menerima setiap nasihat dari Pemohon;

— BahwaPemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari
tahun 2015 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Pemohon;

— Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara
Pemohon dan Termohon;

— Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon
untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena
Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan pihak keluarga/orang dekat Pemohon
untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Kristen Pantekosta, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten
Parigi Moutong, yang merupakan tante Pemohon telah memberikan
keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

— Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun
akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;

— Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi
karena Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon
juga tidak menerima setiap nasihat dari Pemohon, sehingga di antara
mereka sering berselisih dan bertengkar;

— Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Pemohon dan

Termohon agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu
mereka kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha
tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah
tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada
Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

2. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
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yang merupakan kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan
di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

— Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun
kahir-akhir ini mereka berdua sudah tidak tukun lagi;

— Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi
karena Termohon tidak menerima setiap nasihat dari Pemohon dan
Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak ada
kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi;
Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon
agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diselesaikan secara
baik-baik lalu mereka kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga,
tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;

— Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah
tangga, selanjutnya mengenai kelanjutan rumah tangga mereka berdua,
pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis
Hakim;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin mengikrarkan talak
terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut
hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentng perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini
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menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam
permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di
wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama
Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan
Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator
dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut
hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentng perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta
tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan
yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg
terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1)
mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon dan oleh
karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon
lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan
petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2)
mohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-
cuma dan untuk petitumini Ketua Pengadilan Agama Parigi telah mengizinkan
Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dalam perkara a quo
berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor
W19-A9/346/HK.05/111/2016 tanggal 07 Maret 2016, sehingga dengan demikian
ketentuan Pasal 9 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (3)
telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Parigi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon
mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang
penyebabnya adalah Termohon sering cemburu yang berlebihan dan marah-
marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon terlalu keras kepala, tidak mau
mendengarkan kata-kata/pendapat Pemohon sebagai kepala rumah tangga,

dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada
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bulan Februari tahun 2015, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah,
dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan cerai talak oleh
Pemohon dapat disimpulkan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka
sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya,
pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, di samping itu hukum pembuktian dalam perkara a quo tetap
mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga
bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon
tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal
mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk
mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan
suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah
yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan
yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan
maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai
berikut:

JB5 (2018) 4ake ¢l 5 (2178) 25l sih ol 53) .5 Dl Jay Sl () J Slall (i

(Y| s el 8 S|
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan lbn Majah, no.

hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini sahih”).
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Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan
sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani
pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan
untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon
mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan
Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir,
setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan
permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah,
oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Tahun 1991,

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh
Pemohon merupakan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan
Pasal 174 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan
Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal
sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus yang disebabkan Termohon selalu cemburu tanpa
alasan yang jelas dan Termohon juga tidak menerima setiap nasihat dari
Pemohon, dan sejak bulan Februari tahun 2015 yang lalu Pemohon dan
Termohon telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman
bersama adalah Pemohon serta sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara

Pemohon dengan Termohon, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
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Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon
saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu,
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan
dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian
dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak
keluarga/orang dekat Pemohon dan di muka persidangan pihak keluarga telah
menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan
Termohon karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian
rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup
berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon
apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis
Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

— Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 21
Februari 2014 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri
dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Termohon selalu
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cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon juga tidak menerima setiap
nasihat dari Pemohon;

— BahwaPemohon dan Termohon sejak bulan Februari tahun 2014 yang lalu
sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman
bersama adalah Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan
Termohon tidak ada lagi komunikasi;

— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon dan
Termohon tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;

— Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk
mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil,
bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau
melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah diketahui
sejauhmanatingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai ke satu tahap di mana
kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali,
karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi
yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga
dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan
hasil, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat
kediaman bersama yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon
dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam
satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri
untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling
membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapatbahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan
perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raji kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula
ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan
permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut
dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (4)
telah mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Parigi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada dasarnya adalah bertujuan
menegakkan prinsip tertib administrasi dan oleh kerananya, petitum Pemohon
mengenai hal ini dapat dikabulkan sesuai memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis
Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang

isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk
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mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan
tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untukitu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (5)
mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut
hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya
dibebankan kepada Pemohon. Namun berhubungan Pemohon telah dinyatakan
orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara,
yang oleh karenanya negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang
yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai
Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Pasal 60B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun
2016;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
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3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama
Parigi;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Parigi untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi tahun
2016;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.H.I
sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari
itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu
oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
Ttd

Jafar M. Naser, S.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il
Ttd Ttd
Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Muhammad Husni, Lc.
Panitera Pengganti,
Ttd
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Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp -

2. Biaya Proses (ATK)Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi Rp -

5. Biaya Meterai Rp  6.000,-
Jumlah Rp 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)
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